GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 434 /KPTS/I1/2026

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan
Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, perlu
dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tidak
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah
mendapat evaluasi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan
Nomor : 900.1.13.1/2822/Keuda tanggal 25 Mei 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;




Mengingat

1.

-2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7153};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688 1);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

-3 -

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2080);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini.

Bupati Lahat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lahat agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

4.

Bupati Lahat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

kepada Gubernur sekaligus untuk mendapatkan nomor register.

Bupati Lahat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah
mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum
KETIGA.

Bupati Lahat menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
tentang Perubahan étas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gubernur
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palemban
pada tanggal @ JUt 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lahat.
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